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Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti
dengan semakin tingginya ekonomi di negara tersebut. Se-
perti halnya Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri peneri-
maan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk mem-
biayai pengeluaran-pengeluaran negara baik dari infrastruk-
tur, layanan publik, pendidikan maupun fasilitas kesehatan
untuk kesejahteraan masyarakat bersama.
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ABSTRACT

The progress of the taxation system in a country is
followed by the increasing economic growth in that country.
Like Indonesia, because it cannot be denied that tax reve-
nues are the largest contribution to financing state expen-
ditures in terms of infrastructure, public services, education
and health facilities for the common welfare of society..
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PENDAHULUAN

Masalah pajak adalah masalah negara, dimana salah satu pendapatan negara yaitu

bersumber dari pajak yang diberlakukan hampir pada seluruh negara di dunia dan setiap
orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak untuk kesejahteraan bersama
serta peran pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar
pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerin-
tahan.

Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya ekono-
mi di negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri penerimaan

dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
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baik dari infrastruktur, layanan publik, pendidikan maupun fasilitas kesehatan untuk kesejah-

teraan masyarakat bersama (Halim, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah “Kontribusi wajib
pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber-
dasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.” Dalam
pengertian lain, pajak merupakan pungutan kepada negara yang dapat dipaksakan pada wajib
pajak, menurut Undang-Undang dan Peraturan Undang-Undangan yang berlaku dengan tidak
mendapatkan suatu prestasi secara langsung melainkan dapat dinikmati secara langsung oleh

wajib pajak yang dibuktikan oleh pemerintah pada pembiayaan pengeluaran negara.

Keterkaitan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan, aparat perpaja-
kan mempunyai kewajiban dalam melakukan pengawasan, penelitian serta pembinaan
terhadap pelaksanaannya pada pemenuhan kewajiban wajib pajak, di Indonesia sistem pemu-
ngutan pajak diberlakukan dengan memberikan kepercayaan serta tanggung jawab yang
sangat besar untuk menghitung, menyetor maupun melaporkan sendiri besaran pajak yang
terutang oleh wajib pajak, yang mana sistem pemungutan pajak ini sudah diberlakukan dan

disebut dengan istilah “self assesment system”.

Salah satu jenis pajak di Indonesia antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa
pada proses distribusi ataupun transaksi. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-
Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun
2000, menyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-
faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan,

dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak masukan, yaitu Pajak Pertamba-
han Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan
barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak. Kemudian ada istilah yang kedua
adalah pajak keluaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut
oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena
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pajak. Dan saat pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan

mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi.

Restitusi merupakan hak wajib pajak yang diberikan pemerintah, sedangkan restitusi
pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang oleh wajib
pajak. Namun dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
kepada negara. Dengan kata lain, negara membayarkan kembali pajak yang telah dibayarkan

oleh wajib pajak kepada wajib pajak.

Menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku pada proses restitusi yang dilakukan
tanpa pemeriksaan pajak memungkinkan untuk dilakukan pengembalian pendahuluan dengan
penelitian saja. Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 17C atau pasal 17D, atau Undang-
Undang PPN pasal 9 ayat (4c) mengatakan bahwa wajib pajak dimungkinkan untuk
melakukan restitusi lebih awal dibandingkan dengan restitusi normal. Hal ini disebabkan
karena hanya melalui proses penelitian yang prosesnya relatif lebih cepat daripada restitusi
pada umumnya, yang mana melalui proses pemeriksaan dengan waktu bisa mencapai 12
bulan. Dalam proses permohonan restitusi pengembalian pendahuluan dilakukan dengan
penelitian serta verifikasi data untuk memastikan jika pajak lebih bayar tersebut merupakan

hak dari wajib pajak dan benar-benar tidak terutang.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung
kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan
pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek
pada onjek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukukan dengan cara me-

ngambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

HASIL

Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pilihan PT Edu Tech Indonesia
Restitusi merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dan restitusi

pajak yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang oleh wajib pajak

dengan tujuan melindungi hak wajib pajak dan memberikan kepercayaan atas pajak yang

telah dibayarkan oleh wajib pajak, dibayarkan kembali oleh negara kepada wajib pajak. Da-
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lam pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terbagi menjadi dua, yaitu

restitusi normal dan restitusi dengan pengembalian pendahuluan.

Restitusi normal melalui pemeriksaan sesuai pasal 17B dan Direktorat Jenderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak pada saat wajib pajak dikukuhkan akan melakukan pemerik-
saan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan penerbitan surat
ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap baik dari

pembukuan, dokumen, bukti, hingga keterangan yang sesuai.

Restitusi dengan pengembalian pendahuluan dikhususkan untuk wajib pajak kriteria
tertentu (pasal 17C atau pasal 17D UU KUP) yang mana Direktorat Jenderal Pajak hanya
akan melakukan penelitian, meliputi penelitian formal terkait wajib pajak yang sedang tidak
dilakukan penyidikan perpajakan serta kepatuhan dalam kewajiban pelaporan pajak dan
penelitian material terkait perhitungan pajak, baik dari pajak masukan yang dibayar atau

dikreditkan maupun kredit pajak lainnya yang tercantum dalam pelaporan SPT.

PT Edu Tech Indonesia melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak
menggunakan restitusi pengembalian pendahuluan dengan memanfaatkan fasilitas pengusaha
kena pajak sebagai wajib pajak kriteria tertentu, selain pengembaliannya terbilang cepat
restitusi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagai alternatif membantu cashflow
PT Edu Tech Indonesia untuk menyeimbangkan perusahaannya terkait pengelolaan kas agar
lebih efisien dengan dikembalikannya dana dapat digunakan PT Edu Tech Indonesia untuk
keperluan operasional, investasi atau sebagai pengurangan hutang. Selain itu, restitusi yang
valid di klaim dapat meningkatkan keuntungan bersih pada PT Edu Tech Indonesia karena

perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Restitusi pengembalian pendahuluan yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia juga
dapat meningkatkan likuiditas perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keper-
luan bisnis termasuk dalam pembelian inventaris, gaji karyawan atau investasi yang diperlu-
kan karena dikembalikannya dana yang seharusnya untuk pembayaran pajak. Dengan adanya
tambahan likuiditas PT Edu Tech Indonesia akan lebih cepat merespon peluang bisnis dengan
menawarkan diskon maupun harga yang lebih kompetitif kepada para pelanggan/klien serta

dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk inovasi dan pengembangan produk baru
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seperti yang diketahui bahwa PT Edu Tech Indonesia bergerak pada bidang yang harus
dipastikan mengikuti informasi dan teknologi yang baru guna mengikuti perkembangan

jaman.

Secara tidak langsung PT Edu Tech Indonesia juga meningkatkan kepatuhannya ter-
hadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal penyampaian pelaporannya akan dipe-
riksa dan diteliti jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam perhitungan maupun pela-
poran pajak dapat mengajukan restitusi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan dengan
tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Penyebab Adanya Pengembalian Pendahuluan Restitusi

PT. Edu Tech adalah perusahaan pengadaan jasa server, yang pengadaannya dilaku-
kan melalui kegiatan tender dimana kegiatan tersebut selalu mempunyai pesaing dalam ber-
bagai kalangan, kegiatan tender pada PT. Edu Tech Indonesia selalu mengusahakan yang
terbaik dari segi barang/jasa yang berkualitas namun memiliki harga yang miring sebagai
persaingan di dunia tender yang nantinya diharapkan mampu membuat konsumen tertarik

pada barang/jasa yang ditawarkan.

Pengadaan barang/jasa tersebut tentu tidak lepas dari yang namanya pembelian suatu
komponen tertentu guna medukung jalannya produksi, oleh karena itu PT Edu Tech Indone-
sia melakukan pembelian suatu komponen lokal support pada PT Central Data Technology
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian transaksi atas pajak masukan

Harga Jual/Penggantian/Uang

No. Nama BKP/JKP Muka/Termin

CDTService — Lokal Support for
Direktorat Jendral Administrasi
1. Hukum Umum — Kemenkumham 440.000.000

2022

Rp. 440.000.000 x 1
Harga Jual / Penggantian 440.000.000
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 440.000.000
Total PPN 48.400.0000
Total PPnBM 0,00

Sumber: Faktur pajak PT. Edu Tech Indonesia, 2023
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Selain melakukan pembelian lokal support PT Edu Tech Indonesia juga melakukan
pembelian komponen pelengkap pada perusahaan yang sama yaitu PT Central Data Techno-
logy dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian transaksi atas pajak masukan

Harga Jual/Penggantian/Uang

No. Nama BKP/JKP Muka/Termin
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 — BIG-IP
1. | Service: Premium, (Level 1-3) 246.679.000,00

Rp. 246.679.000 x 1
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 — BIG-IP
2. | Service: Premium, (Level 1-3) 251.488.000,00
Rp. 251.488.000 x 1
F5-SVC-BIG-RMA-3 - BIG-IP
3. | Service: RMA HW Replacement (4 | 116.084.000,00
Hour) Rp. 116.084.000 x 1
F5-SVC-BIG-STD-L1-3 - BIG-IP
4. | Service: Standard, (Level 1-3) 120.064.000,00
Rp. 120.064.000 x 1
F5-SVC-BIG-STD-L1-3 — BIG-IP

5. | Service: Standard, (Level 1-3) 122.405.000,00
Rp. 122.405.000

Harga Jual / Penggantian 856.720.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 856.720.000,00
Total PPN 94.239.200,00
Total PPnBM 0,00

Sumber: Faktur pajak PT Edu Tech Indonesia, 2023

Atas transaksi pembelian tersebut kepada PT Central Data Technology dengan total
dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 1.296.720.000 dan mendapatkan PPN masukan 11%
dari DPP sebesar Rp. 142.639.200. Setelah PT Edu Tech Indonesia melakukan transaksi
pembelian komponen komputer, PT Edu Tech Indonesia melakukan penyerahan komputer ke
bendaharawan pemerintah dengan transaksi sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian transaksi pajak keluaran

No. Nama BKP / JK HargaJuaI/penggan_tlan/uang
muka/termin
Pengadaan lisensi server dan jaringan
1 dan peng_a_daan server pusat data dan 2.064.588.900,00
teknologi informasi tahun anggaran
2022 Rp. 2.064.588.900 x 1
Harga Jual / Penggantian 2.062.588.900,00
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Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 1.859.990.000,00
Total PPN 204.598.900,00
Total PPNnBM 0,00

Sumber: Faktur pajak PT. Edu Tech Indonesia, 2023

SPT Masa PPN Desember berstatus lebih bayar karena pajak masukan lebih besar
daripada pajak keluaran. Pajak keluaran yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebe-
sar Rp. 204.598.900 dan besarnya pajak masukan senilai Rp. 142.639.200. PK — PM = Rp.
204.598.900 — Rp. 142.639.200 = Rp. 61.959.700. dikarenakan pajak keluaran dipungut oleh
bendaharawan pemerintah maka PT Edu Tech Indonesia tidak menanggung PPN tersebut,
berikut perhitungan ulangnya:

PK — PM = Rp. 0 — Rp. 142.639.200 = Rp. -142.639.200

Artinya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp. 142.639.200. Atas transaksi
kepada bendaharawan pemerintah inilah yang menyebabkan pajak masukan lebih besar

daripada pajak keluaran sehingga menimbulkan lebih bayar.

Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi)

Pada prosesnya PT Edu Tech Indonesia dilakukan pengembalian kelebihan pembaya-
ran pajak pertambahan nilai tanpa adanya pemeriksaan pajak melainkan hanya proses peneli-
tian yaitu penelitian formal mulai dari kebenaran penjumlahan, pengurangan, pembagian
dan/atau perkalian terhadap suatu bilangan perhitungan pajak serta memastikan kebenaran
penulisan, dan penelitian pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh wajib pajak kriteria
tertentu sudah dilaporkan pada SPT Masa PPN PKP yang membuat faktur pajak kemudian
pajak masukan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak kriteria tertentu sudah divalidasi
dengan NTPN. Diketahui bahwa pengusaha kena pajak (PKP) sudah tergolong memenuhi
kriteria dan syarat tertentu yang sudah terlebih dahulu dipenuhi sesuai PMK 39/PMK.03/-
2018 Pasal 3 untuk permohonan pengembalian pendahuluan dengan memenuhi kriteria seba-
gai berikut:

A. Sesuai pasal 2 huruf a yaitu wajib pajak kriteria tertentu dapat diberikan pengemba-
lian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan ataupun pajak pertam-
bahan nilai

B. Sesuai ayat 1 pada ketetapan Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak kriteria

tertentu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
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1) Selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT

2) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pada semua jenis pajak, kecuali yang
sudah mendapat ijin untuk mengangsur atau menunda pajak yang harus diba-
yarnya.

3) Laporan keuangan wajib pajak yang diaudit olen KAP selama 3 tahun ber-
turut-turut dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian.

4) Wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan pidana di bidang
perpajakan maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu-
kum tetap.

Atas kategori penggolongan tersebut, tahapan dalam pengembalian kelebihan pemba-
yaran pajak (restitusi) yang akan dilakukan oleh PT Edu Tech Indonesia dengan gambaran

sebagai berikut.

Lapor SPT Masa . Restitusi (mengisi . DJP menerbitkan
PPN (lebih bayar) kolom restitusi) SKPPKP
v I
menyampaikan Menerima BPS
nomor rekening PT | —>| (bukti penerimaan [—>| Ditransfer ke WP
Edu Tech Indonesia surat)

Gambar 1. Alur pembayaran pajak restitusi
Sumber: data diolah (2023)

Dalam tahap awal, pada tanggal 10 januari 2023 PT Edu Tech Indonesia melakukan
perhitungan dengan sesuai yang akan dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan lampiran for-

mulir sebagai berikut:

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS wia o o TN

naaPP ; PTEDUTECH NDONESIA WASA 2 wfz - a2

{mri-mm-yyvy)

NPWP T T2Z298827 - 005 000 PembeianKe ¢ 0 [ o )

Nama Penjl BKPI g DPP PPN PPBM | Kace dan o Sed Facur Pk
No | aKp Tk Barwijut NPWP = e (Rupiah Rupiah Rupiah oy Dribrcr
Pl Kodo dan Nomor Seri THnggel (Rupiah (Rupiah) (Rupiah) ang DiganiDireiur

| JUMLAH B3>

Gambar 2. Formulir 1111 B3
Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada formulir 1111 B3 SPT Masa PPN adalah nihil (nol) karena transaksi pembelian
untuk usahanya bukan untuk pemakaian pribadi, dalam arti lain pajak masukan atas pembeli-

an dapat dikreditkan. Sehingga tidak ada transaksi yang mengharuskan PT Edu Tech Indone-

sia mengisi pada formulir tersebut.
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FORMULIR 1111 B2 E-
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI | o ORMULIR 111182
NAMAPKP :  PTEDU TECH INDONESIA s (2 w2 - o (YY)
NPWP  : 722208627 - 00 o0 Pertelnke : 0 (ol )
! Fakwr Pajak/Dox. Tertentu/
No BN;;”] T;;;:mfﬂ; NPWP i Rt Do _bPP PPN PPnBM Kode d33 o Sar Fartr ok
' Pember! JKP Kode dan Nomor Seri B {Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) i St
| |77 CERALDATR 030362040063000 010.009.22 49035810 6122022 856.720,000,0 9423020004 0
FTGENTRALDATA 030362040063000 010009-22 49035811 6122022 440,000 000,0 4840000000 0
JUMLAH B2> 1296 720 000 0 14263920001 0,00

Gambar 3. Formulir 1111 B2
Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 3. Formulir 1111 B2 PT Edu Tech Indonesia mendapatkan perolehan
atas barang kena pajak/jasa kena pajak dalam negeri sebagai pajak masukan yang dapat dik-
reditkan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 1.296.720.000,00 dan pajak per-
tambahan nilai (PPN) senilai Rp. 142.639.200,00 atas transaksi dengan PT Central Data
Technology.

FORMULIR 1111 B1
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDIJKP DARI LUAR DAERAH PABEAN | i ke ranssk b necigafanoriani -]
NaMAPKP @ PTEDUTECH INDONESIA MASA 12 sd2 - a2 (mm-mm-yyyy}
NPWP L 122298627 005 A(PU() Pembetulan Ka : 0 ( nol )
Nania Penjuzl BKP/ Dokumen Tertentu
No. 4P Tk Bermgud Smenilerentie bpP er EENEN Keterangan
Pamben JKP Nomor = (Rupiah) (Ruplah) (Ruplah)
JUMLAH B1>

Gambar 4. Formulir 1111 B1
Sumber: SPT Masa PPN PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 5. Formulir 1111 B1 adalah nihil (nol) karena dalam transaksi pembe-
liannya masih di dalam lingkup daerah pabean dan PT Edu Tech Indonesia tidak melakukan
kegiatan transaksi impor, atas pernyataan hal tersebut PT Edu Tech Indonesi tidak mengha-

ruskan mengisi formulir pada bagian 1111 B1 tersebut.

FORMULIR 1111 A2
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK (Bila tidak ada ransaksi idak periu lampirkan)
NAMARKP :  PT EDU TECH INDONESIA MASA 12 a2 - 2022 (mm-mmyyyy)
NPWP @ 722208627 005 000 Pembetuian Ke : 0 (o )
" Teior Pajak/Domumen Terent
e “’“Gli’;:ﬁ‘ia %w:;:wrra NPWP/Nomor Paspor reper bl hnles DPP PPN PPNBM Kade gan No, Seri Faktur Pajak
" | BerwuiudiPensrima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggar {Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Vang DigantiDiretur
PUSAT DATA DAN
T EKHOLOGHMUEORMAS
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIANHUKUN | 000278077011000 020.010-22 44973690 16-12-2022 0,09 0,00 X
DAN HAK ASAS| MANUSIA
Rl
PUSAT DATA DAN
RO OG-
SEKRETARIAT JENDERAL ; ek s 5
2 KEMENTERIAN HUKUM 000278077011000 020 010-22 44973691 19-12-2022 1 859 990 000,00 204 598 900,00] 0.00
DAN HAK ASAS| MAIIUSIA
JUMLAH A2 > 1.859.990.000.0] 204.598.900,0( 0.00]

Gambar 5. Formulir 1111 A2
Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 6. Formulir 1111 A2 PT Edu Tech Indonesia melakukan penyerahan da-

lam negeri dengan faktur pajak sebagai pajak keluaran dengan dasar pengenaan pajak (DPP)
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senilai Rp. 1.859.990.000,00 dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 204.598.900,00

atas transaksi yang dilakukan dengan bendaharawan pemerintah.

FORMULIR 1111 A1
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP [ oSt A s L]
NAMAPKP :  PT EDU TECH INDONESIA MASA 12 212 - 202 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 722208627 - 005 000 Pembetulan Ke : 0 ( rol )
Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak | Dokumen Tertentu DPP
= i E s Normor T Tongeal Gammw) (Rupiah) Kelmnomn
JUMLAH A1l> |

Gambar 6. Formulir 1111 Al

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Pada gambar 7. Formulir 1111 Al adalah nihil (nol) karena PT Edu Tech Indonesia

tidak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak/jasa kena pajak sehingga tidak ada tran-

saksi yang mengharuskan PT Edu Tech Indonesia untuk mengisi formulir bagian 1111 Al

tersebut.
REKAPITULAS| PENYERAHAN DAN PEROLEHAN | s e I 1
; namape : EDU TECH INDONESIA s 112 w12 - 202 (rom-mm-yyy)
§| weor 722008827 005 000 Pembetuian Ks : 0 { na )
- URAIAN | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
i I. Rekapitulasi Penyerahan
A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 1 0,00 |
g B. [Penyerahan Dalam Negeri
i 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Fakiur Pajak yang Tidak Digunggung ] 1.858.880.000,00 [ 204.598.900,00 | 0,00
g 2. Peryarshan Dales Neger] dengen Fakbr Pajak yang Digunggung ] 0,00 { 0,00 | 0,00
| |c.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
; (XD 0,00 0,00 0,00
i Vo) 1.850.880.000,00 204.598.900,00 0,00
[ 0,00 0,00 0,00
i [ 0,00 0,00 0,00
' 5
5 Y Doarah Pabean. dan Permantasian JKP 0,00 0,00 0,00
i [e /ang PM-nya Dapat Dikreditian 2 1.206.720.000,00 142.639.200,00 0,00
HEE T T D o et o e [B3 . o s
i D.| Jumiah Perolehan (ILA + IL8 + IL.C) 1.206.720.000,00 142.639.200,00 0,00
; Ill. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
i A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (LA + 1B ) [ 142.639.200,00
B. | Paiak Masukan Lainnya
! 1. Kompensas| kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
! 2 Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak Ml null (mm-yyyy) 0.00
H 3. Hasil Ponghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sabagal penamban (pengurang) Pajak Masukan 0,00
i 4. Jumiah (ILB.1 + ILB.2 +11.8.3) 0,00
C.| Jumiah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IiLA + IIL8.4) [ 142.639.200,00
CFeTy

Gambar 7. Formulir 1111 AB

Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Sehingga pada rincian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di formu-
lir 1111 PT Edu Tech Indonesia diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4. SPT Masa PPN formulir 1111

No

Penyerahan Barang dan

Jasa DPP

PPN

|.Terutang PPN

Ekspor

0,00

PPN dipungut sendiri

0,00

0,00

Website: http://konsentrasi.upstegal.ac.id/index.php/Konsentrasi

Copyright ©2023, Konsentrasi

Licensed under [Xc) ISR ; Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

License


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

148

Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 2, Juni 2023, p. 138-152

Prr, ipungut oleh pemungut | 1 59 990,000,00 | - 204.598.900,00
PPN tidak dipungut 0,00 0,00

PPN dibebaskan 0,00 0,00
Jumlah penyerahan 1.859.990.000,00 204.598.900
Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar

PK yang harus dipungut sendiri 0,00

PPN disetor dimuka dalam masa pajak 0.00

yang sama '

PM yang dapat diperhitungkan 142.639.200,00
PPN kurang atau (lebih) bayar -142.639.200,00

Sumber: data diolah PT Edu Tech Indonesia, 2023

Dari tabel 4. tersebut pada kolom ekspor tersisi nihil (nol) dengan keterangan PPN
dipungut oleh pemungut PPN dengan nominal Rp. 204.598.900,- yang merupakan pajak ma-
sukan, dan pada kolom PPN tidak dipungut terisi nihil (nol).

Kondisi tersebut membuat PT Edu Tech Indonesia termasuk dalam kategori wajib
pajak kriteria tertentu dengan Pasal 9 Ayat 4b yang dapat mengajukan restitusi setiap masa
pajak dengan kata lain secara bulanan dan tidak harus menunggu pengembalian kelebihan
pajak pertambahan nilai pada akhir tahun buku, dengan keuntungan dapat melakukan restitusi
PPN lebih cepat tanpa melalui proses pemeriksaan yang mampu memakan waktu mencapai
12 bulan.

1%

Selanjutnya pada proses mengajukan restitusi dengan mengisi kolom “restitusi
khusus restitusi untuk “PKP Pasal 17D KUP” dengan dilakukannya “pengembalian pendahu-

luan” sesuai lampiran berikut.

AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAFLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1 1 1 1
oS (SPT MASA PPN)
NNNNNNN EDU TECH INDONESIA nevie s 722298627 . 000
aamar  : GEDUNG GRAHA SARTIKA LT. 3 JL DEWI SARTIKA - wasa: 12 ad12 -2022 . reews: T sa12
N :021-8014433 He 1085229681430 KL :85492 Pambetulan Ke: () (nol ) EI Wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A Terutang PPN:
s 1. Ekspor [EDro. 0.00
é; 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendii [Dre. 0.00 g, 0.00
@ 3. Penyerahan yang PPN-nya cipungut oleh Pemungut PPN [ 2 ) Ro. 1.859.990.000,00 g, 204.598.900,00
L 4. Panyerahan yang PPN-nya fidek dipungut [re 0.00 &, 0,00
= 5 yang darl PPN [ ro. 0,00 g, 0,00
S | sumen (AT+IAZS1AS S 1AL - 1AS) . 1.859.990.000.00 r, 204.598.900.00
§ B. Tidak Terutang PPN Ro., 0,00
% C. Jumiah Seluruh Penyerahan (LA + 1.8) Rp. 1.859.990.000,00
g Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumiah PPN pada I.A.2) E) Rp 0,00
8. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Ro. 0,00
€. Pajak M jang dapat diperhitungkan Rp 142.639.200.00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - 1B - I1.C} Rp.. -142.639.200,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IL.D - ILE) Rp..

Gambar 8. SPT Masa PPN
Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023
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Setelah penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN selesai dilakukan oleh PT Edu
Tech Indonesia diterbitkanlah bukti penerimaan elektronik sebagai bukti telah melaporkan
SPT dengan keterangan status lebih bayar senilai Rp. 142.639.200,- berikut bukti yang ter-
lampir.
Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT EDU TECH INDONESIA
NPWP : 722298627005000

Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 12/12
Jenis SPT: PPN1111
Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 142.639.200

Tanggal Penyampaian : 10/01/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 83627106024237106217
Terima kasih telah menvamnaikan L anoran SPT Anda.

Gambar 9. Bukti Penerimaan Elektronik
Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Kemudian Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan formal terhadap SPT
PPN masa Desember 2022 PT Edu Tech Indonesia untuk memastikan bahwa pengusaha kena
pajak sudah sesuai dengan wajib pajak kriteria tertentu untuk dapat dilakukannya pengemba-
lian pendahuluan dipercepat dan setelah penelitian dilakukan, hasil dari penelitiannya yaitu
pengusaha kena pajak sudah sesuai dengan kategori yang berlaku kemudian Direktorat
Jenderal Pajak membuat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKP-
PKP) sebagai berikut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
JL DEWI SARTIKA NO. 189A, JAKARTA TIMUR 13630
TELEPON (021) 8093046, 8090435, FAKSIMILE (021) 8091753; LAMAN www pajak.go.id
LAYANAN INFORMAS| DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021()j 1500200
go.id; go.is

Nomor : S-13/KPP.2006/KPP.200603/2023 7 Februari 2023
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permintaan Rekening Dalam Negeri

Yth. Direktur PT. EDU TECH INDONESIA
NPWP : 72.229.862.7-005.000
Gedung Graha Sartika Lt.3 JI. Dewi Sartika No.357 Rt.004 Rw.004
Kramat Jati, Jakarta Timur

Gambar 10. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Website: http://konsentrasi.upstegal.ac.id/index.php/Konsentrasi Copyright ©2023, Konsentrasi

Licensed under [Xc) ISR ; Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

150
Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 2, Juni 2023, p. 138-152

Pada tanggal 7 Februari PT Edu Tech Indonesia menerima surat keputusan tersebut
dengan meminta rekening atas nama perusahaan dan segera memberikannya kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati tempat PT Edu Tech Indonesia dikukuhkan.
Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 PT Edu Tech Indonesia menerima surat pembe-

ritahuan nomor rekening yang diterima secara langsung, sebagai berikut:

Gambar 11. Bukti Penerimaan Surat
Sumber: PT Edu Tech Indonesia, 2023

Dengan didapatnya bukti penerimaaan surat tersebut artinya pengembalian atas kele-
bihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada restitusi pengembalian pendahuluan berhasil
dilakukan oleh PT Edu Tech Indonesia, selanjutnya lebih bayar dengan nominal sebesar Rp.
142.639.200,- ditransfer kepada rekening PT Edu Tech Indonesia.

Namun dalam pengembalian atas pembayaran kelebihan pembayaran restitusi pajak
pertambahan nilai ini mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan dalam proses pengajuan
pengembalian pendahuluan harus menunggu lawan transaksi atau penjual melaporkan pajak
pertambahan nilainya terlebih dahulu, lawan transaksi atau penjual yang dimaksud yaitu PT
Central Data Technology yang melaporkan pajak pertambahan nilainya pada akhir bulan
Desember.

Transaksi pembelian yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia dengan PT Central Data

Technology terjadi pada awal bulan Desember, sedangkan dalam pelaporannya lawan tran-
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saksi melaporkan pajak pertambahan nilainya pada akhir bulan, yang mana seharusnya PT
Edu Tech Indonesia dapat mengajukan restitusi di awal atau pertengahan bulan Januari tidak
dapat dilakukan, hal tersebut yang memperlambat proses restitusi dipercepat dengan pengem-
balian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang seharusnya bisa dua minggu
menjadi satu bulan, namun hal ini tidak begitu berdampak buruk bagi perusahaan. Pengemba-
lian atas kelebihan pembayaran pajak tetap ditransfer pada pada rekening perusahaan PT Edu

Tech Indonesia sesuai dengan jumlah nominal lebih bayar

SIMPULAN

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak menjadi pilihan tepat PT Edu Tech
Indonesia dalam melakukan restitusi karena menggunakan restitusi pengembalian pendahu-
luan selain prosesnya yang cepat juga dapat meningkatkan cashflow perusahaan dalam
pengelolaan kas dan likuiditas, serta membantu perusahaan mengurangi biaya pembiayaan
dari kewajiban perusahaan pada financial atau hutang dan membantu peningkatan untuk
bersaing dengan perusahaan lain dengan adanya likuiditas dana dapat digunakan sebagai

inovasi dan pengembangan produk baru.

Penyebab adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada
PT Edu Tech Indonesia adalah karena adanya transaksi dengan bendaharawan pemerintah
atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang mana pajak keluaran
dipungut oleh pemungut PPN yang menimbulkan pajak masukan lebih besar daripada pajak

keluaran sehingga menimbulkan lebih bayar.

Proses pengembalian pendahuluan yang dilakukan PT Edu Tech Indonesia sudah
sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata
cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan dikategorikannya
sebagai wajib pajak kriteria tertentu sebagai PKP Pasal 9 ayat 4b (PPN) yang mempunyai
keistimewaan mendapatkan restitusi lebih awal daripada dengan restitusi normal sehingga PT

Edu Tech Indonesia lebih cepat mendapatkan kelebihan pembayaran tersebut.
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